
Menimbang 

BUPATI MALUKU TENGAH 
PROVINSI MALUKU 

PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH 
NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MALUKU TENGAH, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Kepala Daerah bertugas menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggunjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas 

bersama. 
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Mengingat 

. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nornor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 'embaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;  
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7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera 

Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1  "ahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673); 

1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4028) 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

13 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

14 . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4585); 
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15.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
. 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 1  Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negar? Republik Indonesia Nomor 4712) ;  

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2010 Nomor 1 10 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Ncmor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2 0 1 1  tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219 ) ;  

20. Peraturan Pemerintah Nmor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351 ) ;  

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20 17 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

25. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

ten tang Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah; 

26 . .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1  Nomor 310 ) ;  

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2019; 

28. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku 

Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45); 

29. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63); 

30. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 ­  

2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 107); 

31. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku 

Tengah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 159); 

32. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2020 

Nomor 205); 
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33. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku 

Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 Nomor 204); 

34. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2020 Nomor 206); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH 

dan 

BUPATI MALUKU TENGAH 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal 1 

(1)  Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Neraca; 

c. Laporan Operasional; 

d. Laporan Arus Kas; 
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(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan 
Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut: 

Pasal 2 
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77.399.541.184,10) 

183.832.677.410,49 
106.433.136.226,39 

Rp. 183.832.677.410,49 
Rp. 0,00 

Rp. 
Rp. 

Rp. 1 .620.590.269.531 ,42 
Rp. l.697.989.810.715,52 

(Rp 

Pasal 3 

e. Laporan Perubahan Ekuitas; · 

f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan 

g. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

Surplus/ (Defisit) 

(3). Pembiayaan Daerah: 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Pembiayaan Netto 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai berikut 

( 1) .  Pendapatan Daerah 
(2). Belanja Daerah 



1 .  Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 56.616.987.168,58 dengan rincian sebagai berikut 
. 

a). Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. l.677.207.256.700,00 

b). Realisasi 
Selisih Lebih/(Kurang) 

Rp. 1.620.590.269.531,42 

(Rp. 56.616.987.168,58) 

2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 152.250.381.984,48 dengan rincian sebagai berikut 

a). Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 1.850.240.192.700,00 

b). Realisasi 

Selisih Lebih/(Kurang) 

Rp. 1 .697.989.810.715,52 

(Rp. 152.250.381.984,48) 

3. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp. 95.633 .394.815,90 dengan rincian sebagai berikut 

a). Surplus/Defisit setelah perubahan (Rp. 173.032.936.000,00) 

b). Realisasi (Rp. 77.399 .541.184 ,10) 

Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 95.633.394.815,90 

4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 10.799.741.410,49 dengan rincian sebagai berikut 

a). Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan 

b). Realisasi 

Selisih Lebih/ (Kurang) Rp. 10.799.741.410,49 

Rp. 173.032.936.000,00 

RD. 183832677.410,49 

5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut 
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0,00 

0,00 

0,00 

Rp. 2.555.084.347.137,10 

Rp. 1.521.700.382.646,28 

Rp. 1.609.936.817.881,93 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 10.799.741.410,49 Selisih Lebih/ (Kurang) 

a). Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan 

b). Realisasi 

Selisih Lebih/ (Kurang) 

Behan 

c. Jumlah Ekuitas Dana 

Pasal 5 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 

Tahun 2020 sebagai berikut 

a. Kegiatan Operasional 

Pendapatan - LO 

6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 10.799.741.410 ,49 dengan rincian sebagai berikut 

a). Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 173 .032 .936 .000 ,00 

b). Realisasi Rp. 183.832.677.410,49 

Pasal4 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31  Desember Tahun 2020 sebagai berikut 

a. Jumlah Asset Rp. 2.558.167.269.385,81 

b. Jumlah Kewajiban Rp. 3.082.922.248,71 



Pasal 6 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 3 1  Desember 

Tahun 2020 sebagai berikut : 

Surplus/ Defisit dari Operasi Rp. 88.236.435.235,65 

b. Kegiatan Non Operasional 

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO Rp 0,00 

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO Rp 0,00 

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO Rp 0,00 

a. Saldo Kas Awai per 1 Januari Tahun 2020 Rp. 136.350.126.943,25 

b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp 267.408.501.351,90 

c. Arus Kas dari Aktivitas Aset Non Keuangan (Rp. 344.808.042.536,00) 

d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp. 0,00 

e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Rp 46.168.791.169,95 

f. Saldo Kas Akhir per 31  Desember Tahun 2020 Rp 105.119.376.929,10 

IO 

48.807 .180.630,65 

39.429.254.605,00 

39.429.254.605,00) 

Rp. 

Rp. 

(Rp. 

c. Pos Luar Biasa 

Beban Luar Biasa 

Surplus/Defisit dari Beban Luar Biasa 

d. Surplus/Defisit - LO 



La.poran Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebageimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai 

dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut : 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 173.032.936.244,54 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 3 1  

Desember Tahun 2020 sebagai berikut 

a. Ekiutas Awal Rp. 2.649.895.352.430,01 

b. Surplus/Defisit - LO Rp 48.807.180.630,65 

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar (Rp. 143.618.185.923,56 

d. Ekuitas Akhir Rp. 2.555.084.347.137,10 

Pasal 7 
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Rp 183.832.677.410,19 

Rp. 106.433.136.226,39 

Rp. 10.799.741.165,95 

Rp 0,00 

Rp 106.433.136.226,39 

Pasal 8 

Pasal 9 

b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan (SILPA/SIKPA) 

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 

e. Lain-Lain 

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember Tahun 2020 



Catatan Atas·Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan. 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum 

dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari 

a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran; 

Lampiran I . I :  Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

Lampiran I . 2 :  Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan; 

Lampiran 1. 3 :  Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program dan Kegiatan; 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 

Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

Laporan Operasional; 

Laporan Perubahan Ekuitas; 

Neraca; 

Laporan Arus Kas; 

Catatan Atas Laporan Keuangan; 

Daftar Repitulasi Piutang Daerah; 
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Lampiran 1 .4 :  

b. Lampiran II : 

c. Lampiran III :  

d. Lampiran IV :  

e. Lampiran V 

f. Lampiran VI 

g. Lampiran VI I :  

h. Lampiran VIII : 



Lampiran IX 

Lampiran X 

Lampiran XI 

[1. Lampiran XII 

? m. Lampiran XIII 

Lampiran XIV : 

Lampiran XV 

Lampiran XVI 

q. ·Lampiran XVII : 

r. Lampiran XVI I I :  

s. Lampiran XIX : 

Daftar Rekapitulasi Penyisian Piutang Tidak Tertagih 

Daftar Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; 

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; 

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 

Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pekerjaan; 

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 

Daftar Dana Cadangan Daerah; 

Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 
. . 

Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 

Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam 

tahun anggaran berikutnya; 

ini. 

Pasal 1 1  

La.mpiran La.poran Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) terdiri dari 

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah 

Pasal 12 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

13  



TAHUN 2021 

Diundangkan di Masohi 
pada tanggal, 3 September 2021 

S DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, 

Pasal 13 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah. 

Ditetapkan di Masohi 
pada tanggal, 3 September 2021 

LUKU TENGAH, 

GISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINS! MALUKU 

2 L#AN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 208 TAHUN 2021 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH 

NO MOR O 1 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020 

[lam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

ftang Pemerintah Daerah yang diikuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Tahun 

H. a.ran 2017 serta Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

itang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sbagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

· e ri  Nomor 21 Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman 

elolaan Keuangan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang harus dirumuskan dan/ atau dilaksanakan oleh Pemerintah 

rah yang meliputi aspek perencanaan, penggaran dan pertanggungjawaban yang disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD 

derta ditetapkan dengan Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah setelah disetujui oleh Gubernur untuk dilaksanakan sesuai peraturan 
£% 

perundang-undangan yang berlaku selama satu tahun anggaran. 

Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang dijelaskan di atas maka aspek-aspek yang menjadi muatan pada Peraturan Daerah ini terdiri 

dari: 

1 .  Pendapatan Daerah 

I 
F 
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tiin Daerah merupakan perkiraan-perkiraan tentang sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
endanai program kegiatan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan 
elalui rekening kas daerah, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh 

atan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas terdiri dari: 
hdapatan Asli Daerah; 
h da p a tan  Transfer; 

-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

asarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang 

hjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut 

ioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan 
' im al  serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

ja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan 

doman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. 
Belanja daerah terdiri dari : 

a. Belanja Operasi; 

b. Belanja Modal; 

c. Belanja Tak Terduga; 

3. Pembiayaan Daerah 

16 



embiayaan daerah merupakan sumber pendanaan untuk menutupi defisit anggaran dikarenakan anggaran _belanja lebig besar dari 
i pada anggaran pendapatan daerah yang tersedia dalam APBD. Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan 

io 

jdaerah dengan anggaran belanja daerah. 
embiayaan Daerah terdiri dari : 

'a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; 
J b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah; 

Pasal 1 : Cukup Jelas 
Pasal 2 : Cukup Jelas 
Pasal 3 : Cukup Jelas 
Pasal 4 : Cukup Jelas 
Pasal 5 : Cukup Jelas 

• 
Pasal 6 : Cukup Jelas 

j Paa7 : Cukup Jelas 
pasal 8 : Cukup Jelas 
Pasal 9 : Cukup Jelas 
Pasal 10 : Cukup Jelas 
Pasal 1 1  :  Cukup Jelas 
Pasal 12 : Cukup Jelas 
Pasal 13 : Cukup Jelas 
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